BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pada bab ini akan dibahas secara rinci mengenai tinjauan yuridis atau
tinjauan dari sisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi
landasan, kerangka teoretis atau theoretical approach, data dan fakta terkait objek
penelitian, serta lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik global, regional
maupun nasional. Tinjauan yuridis yang digunakan adalah Pancasila sebagai
landasan ideologis dan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional. Analisis
dari sisi Pancasila akan menitikberatkan pada sila ketiga dan kelima Pancasila,
yakni “Persatuan Indonesia” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Sedangkan tinjauan dari sisi UUD NRI 1945 akan berfokus pada Pembukaan Alinea
ke-4 mengenai tujuan nasional, Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 tentang
pembelaan negara, serta Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945 tentang pertahanan
negara.

UUD NRI 1945 selain berlaku sebagai konstitusi, juga berlaku sebagai
sumber dari segala sumber hukum. Sebagai turunan dari UUD NRI 1945, beberapa
peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai tinjauan yuridis dalam
penulisan Taskap ini antara lain: (1) UU No. 5§ Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEE-Indonesia), (2) UU No. 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), (3) UU No. 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (5) UU No. 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (6) UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, (7) Peraturan Presiden No. 78
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta (8) Keputusan
Presiden No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terdepan.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penulisan Taskap ini meliputi teori
pembinaan (Development Theory) dari Musanef, teori pemberdayaan
(Empowerment Theory) dari Smith, Spreitzer, Osbone dan Gable, Luthans, Rob
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Brown, dan Bateman Sneel, serta teori manajemen organisasi (Organizational
Management Theory) dari Deming. Untuk mengetahui posisi kajian, maka akan
dilakukan pembahasan terhadap kajian-kajian terdahulu (Previous Studies) yang
telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian terkait dengan data
dan fakta, akan dipaparkan mengenai situasi dan kondisi masyarakat di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan di tanah air, serta permasalahanka yang
dihadapi dalam upaya memberdayakan masyarakat dan wilayah tersebut.

Pada bagian terakhir akan dijelaskan mengenai lingkungan strategis yang
mempengaruhi objek penelitian, baik pada level nasional, regional, maupun global.
Pada tataran lingkungan strategis nasional akan ditinjau dari gatra politik, ekonomi,
pertahanan, serta geografi. Sedangkan dari lingkungan strategis regional akan
ditelaah mengenai ancaman potensial terhadap pertahanan negara dan kedaulatan
Indonesia yang muncul dari adanya konflik perbatasan (Boundary Disputes) dengan
negara-negara yang berbatasan secara geografis, khususnya perbatasan maritim.
Sedangkan dari lingkungan strategis global akan dibahas mengenai maraknya
kejahatan transnasional yang beroperasi di wilayah maritim yang menjadi ancaman
potensial terhadap upaya menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI, seperti
penangkapan ikan secara ilegal (/lllegal Fishing), perompakan kapal (Piracy),
kejahatan narkoba atau perdagangan obat-obatan terlarang (Drugs Trafficking),
serta terorisme (Terrorism).

8. Tinjauan Yuridis / Peraturan Perundang-undangan

a. Pancasila Sebagain Landasan Idiil / Ideologis

Sebagai sebuah negara-bangsa (Nation-State), Indonesia
membutuhkan tidak hanya sebuah dasar negara, tapi juga falsafah hidup,
pedoman, dan juga panduan dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Oleh sebab itu, dirumuskanlah
Pancasila oleh para pendiri bangsa dalam rentang Mei hingga Agustus 1945.
Perumusan tersebut tidaklah mudah karena harus melalui proses yang
panjang, mulai dari dialektika pemikiran antara Soekarno, Soepomo, dan
Yamin sebagai perumus, lahirnya Piagam Jakarta yang menimbulkan
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perdebatan dan dihapuskannya tujuh kata pada sila pertama, hingga
ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara pada Agustus 1945.

2’Pancasila mengandung sedikitnya lima nilai kebangsaan, yakni nilai
religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, serta nilai
keadilan.

Sila ketiga Pancasila berbunyi “Persatuan Indonesia’. Makna
persatuan pada hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah.
Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian era saat ini, maka
disebut sebagai nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang demikian kuatnya,
maka akan timbul rasa cinta kepada bangsa dan tanah air Indonesia.?8
Dengan landasan sila ketiga tersebut, bangsa Indonesia menempatkan nilai
persatuan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menghadapi setiap
ancaman yang datang. Dengan demikian, jika pengamalan nilai persatuan
tersebut dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia secara
taat asas, maka keikutsertaan setiap warga negara dalam mempertahankan
negara dari setiap ancaman yang datang dapat terwujud secara optimal.

Selanjutnya, sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling
menghargai karya orang lain. Dengan demikian, seseorang dikatakan
bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai
dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti
dinamis dan meningkat. Sedangkan nilai keadilan yang menjadi muatan atau
esensi utama dalam sila kelima Pancasila bermakna kemampuan untuk
menegakkan dan berbuat adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, serta
mampu memeratakan kesejahteraan kepada semua warga bangsa.?® Secara
umum, sila kelima Pancasila memberikan tanggung jawab dan kewajiban
pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan nasional

2 Jazilul Fawaid: Refleksi Hari Lahir Pancasila”, diakses di
https://rri.co.id/nasional/politik/1065123/jazilul-fawaid-refleksi-hari-lahir-pancasila, pada 7 Juni
2021, pukul 12.34 WIB

28 | emhannas RI. 2012. Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat
Konsensus Dasar Bangsa. Jakarta: Lemhannas RI. Halaman. 31-35.

2 |bid. Halaman. 35-35.
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dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan pemerataan kepada
seluruh warga negara, sehingga cita-cita akan masyarakat Indonesia yang
adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud.

b. UUD NRI 1945 Sebagai Landasan Konstitusional

Konstitusi menjamin hak dan tanggung jawab negara dan warga
negara untuk menyelenggarakan pertahanan negara (menegakkan
kedaulatan NKRI). Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, disebutkan
bahwa yang menjadi tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain pada pembukaan, amanat
penyelenggaraan pertahanan negara juga termaktub pada batang tubuh,
yakni Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27 Ayat
(3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”. Lebih lanjut, dalam Pasal 30 Ayat (1) dinyatakan bahwa
“Tiap-tiap warga negara berhak dan wayjib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara”.

c. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEE-Indonesia)

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
disahkan di Jakarta pada 18 Oktober 1983 oleh Presiden Soeharto. UU ini
terdiri atas 9 bab dan 21 pasal. Salah satu pertimbangan dalam penyusunan
UU ini adalah bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non-hayati yang
terdapat di ZEE Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan
milik bersama bangsa Indonesia sesuai dengan wawasan nusantara. ZEE
Indonesia sendiri pada Pasal 2 didefinisikan sebagai jalur di luar dan
berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan
berdasarkan UU yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi
dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya, dengan batas terluar 200
(dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.!”

'7UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Diakses di
http://www.bphn.go.id/data/documents/83uu005.pdf, pada 16 Juni 2021, pukul 13.12 WIB.
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d. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum
Laut Internasional (UNCLOS 1982)

UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut
Internasional disahkan di Jakarta pada 31 Desember 1985 oleh Presiden
Soeharto. UU ini terdiri atas dua pasal. Pasal 1 berbunyi “Mengesahkan
UNCLOS yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dilampirkan
pada UU ini”. Sedangkan Pasal 2 berbunyi “UU ini berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan UU ini dengan penempatannya dalam lembaran negara
Republik Indonesia”.®

Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 71982 mengatur
banyak hal seperti laut teritorial dan zona tambahan, selat yang digunakan
untuk pelayaran internasional, Zona Ekonomi Eksklusif, landas kontinen, laut
lepas, rezim pulau, rezim laut tertutup atau setengah tertutup, rezim akses
negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit, kawasan
dasar laut internasional, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut,
penelitian iimiah kelautan, pengembangan dan alih teknologi, penyelesaian
sengketa, serta ketentuan penutup yang mengatur masalah-masalah
prosedural.'®
e. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan di Jakarta
pada 8 Januari 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati
Soekarnoputri. UU ini terdiri atas 9 bab dan 29 pasal. Dalam UU ini, Pasal 1
Ayat (1) menyebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan
bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya
nasional lainnya, serta disiapkan secara dini oleh pemerintah dan

8 YU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS
1982). Diakses di hitps://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2584/undangundang-nomor-17-
tahun-1985#! pada 16 Juni 2021, pukul 13.37 WIB.

1° Ibid.
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diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, untuk
menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa dari segala ancaman.
f. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun
2004 tentang Perikanan

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun
2004 tentang Perikanan disahkan di Jakarta pada 29 Oktober 2009 oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa
perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan yang
dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat
kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
Pada Pasal 1 juga disebutkan beberapa istilah di bidang perikanan, seperti
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan perikanan, konservasi
sumber daya ikan, kapal perikanan, dan lain-lain.2°
g. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disahkan di
Jakarta pada 15 Januari 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Salah satu poin pertimbangan dalam penyusunan regulasi ini adalah
pandangan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Dalam UU ini disebutkan
bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan
laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan pulau
kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan dua ribu
kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Pada Pasal 1 Ayat (1)

20 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38790/uu-no-45-tahun-2009, pada 16 Juni
2021, pukul 13.56 WIB.
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disebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah
suatu pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan
laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.?'
h. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional Untuk Pertahanan Negara

UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
Untuk Pertahanan Negara, disebut juga sebagai UU PSDN Untuk
Pertahanan Negara dan disahkan di Jakarta pada 24 Oktober 2019 oleh
Presiden Joko Widodo. UU ini terdiri atas 10 bab dan 87 pasal. Pada Pasal
1 Ayat (3) disebutkan bahwa sumber daya nasional adalah sumber daya
manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Pada Pasal 1 Ayat
(4) disebutkan bahwa sumber daya manusia adalah warga negara yang
memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.
Salah satu aspek dari sumber daya nasional adalah komponen cadangan.
Pada Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa komponen cadangan adalah
sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui
mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan
komponen utama.??
i. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Pulau-Pulau Kecil Terluar

Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Terluar disahkan di Jakarta pada 29 Desember 2005 oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Perpres ini terdiri atas 6 bab dan 12 pasal. Beberapa
pertimbangan dalam penyusunan Perpres ini antara lain: (1) bahwa dalam
rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan

21 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah ..., Op.Cit.
22 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
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pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya
manusia, pertahanan dan keamanan, serta (2) bahwa pulau-pulau kecil
terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal
kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, ZEE
Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia.

Pada Pasal 1 Ayat (1a) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan
potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik
Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (1b)
disebutkan bahwa pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas areal kurang
atau sama dengan dua ribu kilometer persegi yang memiliki titik-titik dasar
koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan nasional.?®
j- Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-
Pulau Kecil Terdepan

Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil
Terdepan disahkan di Jakarta pada 2 Maret 2017 oleh Presiden Joko
Widodo. Regulasi ini terdiri atas empat pasal. Pasal 1 berbunyi “Menetapkan
111 (seratus sebelas) pulau sebagai pulau-pulau kecil terluar’. Sedangkan
Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud
dalam daftar yang terdiri dari nama pulau, nama lain pulau, perairan,
koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan
provinsi, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keppres ini”.?4

Beberapa pulau kecil terluar yang tercantum dalam lampiran regulasi
ini antara lain: Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Damar, Pulau Sebatik,
Pulau Karang Unarang, Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Lingayan, Pulau
Solando, Pulau Bongkil, Pulau Makalehi, Pulau Kawio, Pulau Yiew Besar,

2 Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Diakses di
http://idih.kkp.go.id/peraturan/perpres-78-2005.pdf, pada 16 Juni 2021, pukul 14.19 WIB.

24 Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terdepan. Diakses di
http:/kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-
pendukung/PP%20KEPRES/Keputusan%20Presiden%20No.%206%20Tahun%202017.pdf, pada
16 Juni 2021, pukul 15.08 WIB.
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Pulau Moff, Pulau Fani, Pulau Miossu, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau
Komolom, Pulau Kolepom, Pulau Ararkula, Pulau Penambulai, Pulau Enu,
Pulau Batu Goyang, Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Gili
Sepatang, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Barong, Pulau Deli, Pulau
Bertuah, Pulau Enggano, Pulau Simuk, Pulau Wunga, Pulau Nipa, Pulau
Pelampung, dan masih banyak lagi.2

Kerangka Teoretis (Theoretical Approach)
a. Teori Pembinaan (Development Theory) dari Musanef

Pembinaan adalah suatu proses pemberdayaan manusia, sarana
prasarana, sumber daya finansial (uang), waktu, metode dan sistem yang
berdasarkan pada prinsip tertentu guna pencapaian tujuan yang telah
ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya. Pembinaan juga
diartikan sebagai segala aktivitas yang berhubungan langsung dengan
perencanaan (Planning), penyusunan (Organizing), pembangunan
(Actuating), pengembangan (Developing), pengarahan (Managing),
pemanfaatan (Empowering), serta pengendalian (Controlling) segala
sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan merupakan
upaya yang dilakukan secara terus-menerus dalam proses pengambilan
keputusan (Decision Making Process) yang berbentuk perintah umum dan
khusus, instruksi-instruksi, serta bertindak sebagai pemimpin dalam suatu

unit organisasi.?
b. Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory) dari Berbagai Pakar

Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris disebut dengan empowerment.
Menurut Smith, memberdayakan berarti mendorong mereka menjadi lebih
terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan
mereka. Dengan demikian, memberdayakan berarti memberi mereka
kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan
baik dan mempunyai keterampilan mewujudkan gagasannya menjadi

% Ibid.

% Musanef. 1991. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung. Halaman. 11.
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realitas.?” Menurut Spreitzer, terdapat empat dimensi atau karakteristik positif
dari pemberdayaan, yaitu: (1) kompetensi (Competence), kompetensi yang
mengacu pada tingkatan kemampuan seseorang melakukan kegiatan atau
tugasnya secara terampil, (2) nilai dari sebuah tujuan (Meaningful). Adalah
nilai dari sebuah tujuan pekerjaan yang dinilai dan dirasakan oleh masing-
masing individu, (3) penentuan diri (Self- Determination). Merupakan
dorongan individu untuk memiliki pilihan menginisiasi dan mengambil
tindakan. Penentuan diri berarti menunjukkan otonomi dalam perilaku dan
proses kerja, seperti mengambil keputusan dalam cara kerja, fase kerja, dan
usaha yang diperlukan, serta (4) dampak (/mpact), yakni mengacu pada
tingkat perilaku seseorang dipandang sebagai "membuat perbedaan" dalam
hal mencapai tujuan tugas, yaitu menghasilkan efek yang dimaksudkan dari
tugasnya.

Definisi pemberdayaan menurut Osbone dan Gable adalah sesuatu
peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada, dimulai dari
status kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga lebih bertanggung
jawab.?8 Pemberdayaan menurut Luthans adalah Otoritas dalam membuat
keputusan di area tanggung jawab seseorang tanpa meminta persetujuan
orang lain. Walaupun pemberdayaan sama dengan delegasi wewenang, ada
dua karakteristik yang menjadikannya unik. Pertama, karyawan didukung
untuk memakai inisiatif mereka. Kedua, tidak hanya memberi otoritas tetapi
juga sumber daya sehingga mampu membuat keputusan dan memiliki
kekuasaan untuk diimplementasikan.2®

Menurut Rob Brown, pemberdayaan erat hubungannya dengan
profesionalisme yang pada awalnya selalu dimiliki oleh individu. Sedangkan
menurut Kahn, pemberdayaan merupakan hubungan antarpersonal yang
berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan
manajemen.®® Sementara itu, menurut Bateman Snell, pemberdayaan
adalah proses berbagi kekuasaan dengan karyawan, sehingga

27 Wibowo, Manajemen Kinerja, Halaman. 414.

28 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Halaman. 285.

% Fred Luthans, Perilaku Organisasi, Halaman. 492.

% Donni Juni dan Suwatno. Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis, Halaman. 182-

183
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meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk melakukan
pekerjaan dan keyakinan bahwa mereka merupakan kontributor
berpengaruh untuk organisasi.'

C. Teori Manajemen Organisasi (Organizational Management
Theory) dari Deming

Siklus yang dipopulerkan oleh Deming untuk meningkatkan kinerja
dengan menggunakan langkah-langkah Plan, Do, Check, Action, atau
disingkat PDCA, yang artinya rencanakan, kerjakan, cek dan tindak lanjuti.
PDCA ini akan menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan
(Continuous Improvement) atau yang lebih populer dengan sebutan Teori
Kaizen. PDCA adalah suatu proses pemecahan masalah empat langkah
yang digunakan dalam pengendalian kualitas. PDCA adalah alat yang
bermanfaat untuk melakukan perbaikan secara terus menerus tanpa
berhenti. Konsep PDCA merupakan pedoman bagi setiap pemimpin untuk
proses perbaikan kualitas secara terus menerus tanpa berhenti, tetapi
meningkat ke keadaan yang lebih baik dan dijalankan di seluruh bagian

organisasi.

Adapun manfaat dari PDCA antara lain: (1) untuk memudahkan
pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi, (2)
sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah
organisasi, (3) untuk menyelesaikan, serta mengendalikan suatu
permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis, (4) untuk kegiatan
continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja, dan (5)
menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas.
Di bawah ini adalah gambar Model PDCA:

31 Bateman Snell, Management Competing in the New Era, Halaman. 425-426.
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Tindakan Rencanakan
(Action) (Plan)

Periksa Kerjakan
(Check) (Do)

Gambar 2.1. Model PDCA

Pengembangan Model PDCA tersebut di atas menghasilkan Teori
Kaizen yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pemeliharaan dan fungsi
perbaikan. Adapun gambar Teori Kaizen adalah sebagai berikut:

SDCA

Quality first

Stakeholder - in

The next process is our
stakeholder

Speak with data

SDCA S : Standard

Continuous Quality Improvement

Gambar 2.2. Model Teori Kaizen

Kedua fungsi ini disimpulkan sebagai pemeliharaan dan perbaikan
standard. Salah satu langkah awal penerapan Teori Kaizen adalah
menjalankan siklus PDCA untuk menjamin terlaksananya kesinambungan
Kaizen. Siklus PDCA berputar secara terus menerus dengan diselingi oleh
siklus Standarize Do Check Act (SDCA). Langkah pada siklus ini, segala
prosedur baru yang telah diputuskan pada langkah Act dalam siklus PDCA
sebelumnya, menjadi pedoman yang wajib dipenuhi. SDCA fokus pada
kegiatan pemeliharaan, sedangkan PDCA lebih mengacu kepada perbaikan.
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d. Studi Terdahulu (Previous Studies)

Previous Studies merupakan tinjauan pustaka tentang hasil-hasil
penelitian dan kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti dan pengkaji
terdahulu, tetapi masih terdapat relevansi dengan topik penulisan Taskap ini.
Terkait dengan objek penelitian yang diangkat, yakni wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil terdepan, serta kedaulatan NKRI, penulis mendapatkan
beberapa judul kajian. Pertama, kajian yang dilakukan oleh Dr. Phil. Poltak
Partogi Nainggolan dkk yang dituangkan dalam buku berjudul “Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia” yang diterbitkan oleh P3DI
Sekretariat Jenderal DPR Rl dan Azza Grafika. Penelitian ini menyoroti
banyak hal. Salah satunya adalah penekanan mengenai eksistensi dan
jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di banyak wilayah di
Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan garis
pantai yang panjang dan posisi pulau-pulau terluarnya berbatasan langsung
dengan banyak negara tetangga. Maka permasalahan yang muncul adalah
masalah kedaulatan nasional.

Dengan wilayah perairan yang demikian luas, ancaman dapat muncul
dari mana saja, terutama ancaman yang berasal dari negara lain. Negara
Indonesia menganut paham wawasan nusantara. Dalam paham ini, seluruh
pulau-pulau, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil, merupakan bagian yang
utuh dan terintegrasi secara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta
pertahanan dan keamanan. Permasalahan yang muncul di satu pulau,
sekecil dan sejauh apapun pulau tersebut dari pusat pemerintahan
Indonesia, baik ancaman yang timbul karena pengelolaan dan nasib
penduduknya, tetap dianggap sebagai ancaman yang bersifat nasional. Jika
permasalahan tersebut tidak diatasi, maka dapat tereskalasi menjadi isu
internasional. Isu lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah isu Hak
Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), pentingnya pengelolaan sumber daya
pesisir secara sinergis dan berkelanjutan, serta kemungkinan kerja sama
ekonomi dengan negara lain dalam pembinaan wilayah pesisir dan pulau-
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pulau kecil. Tujuan penelitian ini lebih terfokus dalam membantu proses
legislasi nasional yang melibatkan banyak komisi terkait.32

Kajian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Pusat
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Kemenkumham RI) pada 2015. Penelitian ini berfokus pada tiga isu utama
yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
yakni (1) isu degradasi biofisik lingkungan pesisir, (2) isu konflik pemanfaatan
dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas
pengelolaan pesisir secara lestari, serta (3) adanya ketidakpastian hukum
karena adanya ambiguitas kepemilikan dan penguasaan sumber daya
pesisir. Penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan, yakni (1)
pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum diatur dengan peraturan
perundang-undangan sehingga daerah mengalami kesulitan dalam
menetapkan suatu kebijakan, (2) pemanfaatan dan pengelolaan wilayah
pesisir cenderung bersifat sektoral sehingga melahirkan kebijakan yang
tumpang tindih satu sama lain, (3) pemanfaatan dan pengelolaan wilayah
pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai satu kesatuan
ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan
sehingga rentan menimbulkan konflik antardaerah, serta (4) muncul beragam
tafsiran yang berbeda oleh pengambil kebijakan (Stakeholders) di daerah
sebagai imbas adanya kebijakan otonomi daerah.33

Secara garis besar, kedua penelitian terdahulu tersebut memiliki dua
kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Kesamaan
pertama adalah menyangkut objek penelitian, yakni wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil. Kesamaan kedua adalah upaya-upaya untuk memetakan

%2 Nainggolan, Poltak Partogi, dkk. 2012. “Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Indonesia”,
Jakarta: P3DI Setjen DPR Rl dan Azza Grafika. Halaman. V-XIV. Diakses di
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-7.pdf, pada 16 Juni 2021,
pukul 21.58 WIB.

% Kelompok Kerja BHPN Kemenkumhan RI. 2015. “Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. Jakarta: BPHN Kemenkumham RI. Halaman.
1-4. Diakses di

https://bphn.go.id/data/documents/ae tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau_kecil.pdf, pada 16 Juni 2021, pukul 22.12 WIB.
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persoalan serta merumuskan solusi untuk memberdayakan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil tersebut. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian
yang penulis lakukan adalah arah atau tujuan dari penelitian yang dilakukan.
Penelitian yang penulis lakukan saat ini terfokus pada upaya-upaya
peningkatan pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna
mendukung kedaulatan wilayah NKRI. Penelitian yang penulis lakukan akan
menitikberatkan pada pemetaan masalah-masalah yang dihadapi yang
berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan wilayah Indonesia,
termasuk juga ancaman eksisting namun belum ditangani secara optimal.
Inilah salah satu unsur kebaruan (Novelty) dalam penulisan Taskap ini.

10. Data dan Fakta

Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan yang diklaim
oleh pemerintah sebagai etalase nusantara bisa dikatakan berlangsung sangat
lambat. Padahal pembangunan yang dilakukan di wilayah-wilayah tersebut sudah
digalakkan sejak 2005. Akibat lambannya pembangunan yang dijalankan, muncul
masalah kemiskinan dan disparitas sosial yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut.
Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam regulasi seperti
Keppres dan Perpres terkait pengelolaan wilayah, akan tetapi pembangunan yang
dilakukan belum mampu mengentaskan persoalan utama yang dihadapi
masyarakat, yakni kemiskinan.

Pada 2017, angka kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil mencapai 35 persen, jauh lebih tinggi di atas angka kemiskinan nasional
sebesar 10,64 persen. Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar
juga menghadapi persoalan minimnya sarana telekomunikasi. Tercatat sedikitnya
ada delapan pulau yang tidak memiliki sarana telekomunikasi sama sekali. Salah
satunya adalah Pulau Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
Sebagai konsekuensi ketiadaan sarana telekomunikasi, masyarakat Pulau Liran
terpaksa menggunakan sarana telekomunikasi dari perusahaan asal Timor Leste.34

% “Kenapa Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Masih Tertinggal?”, diakses di
https://www.mongabay.co.id/2017/08/23/kenapa-pembangunan-di-kawasan-pesisir-dan-pulau-
pulau-kecil-masih-tertinggal/, pada 16 Juni 2021, pukul 22.43 WIB.
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Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil hidup dalam kemiskinan. Mayoritas adalah permasalahan teknis
seperti struktur armada penangkapan yang masih bersifat tradisional dan
konvensional, kapal-kapal yang tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk
berlayar, serta rendahnya ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam
menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya. Menurut data Kemenhub RI pada
2020, dengan wilayah inspeksi Provinsi Jawa Timur, sebagian besar kapal-kapal
nelayan yang digunakan untuk melaut masih berada di bwah GT 7 dan tidak
memiliki Pas Kecil. Pas kecil merupakan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang
digunakan sebagai dokumen kepemilikan kapal dan dokumen kelengkapan layak
layar.

Situasi dan kondisi ini tentu saja menjadi penyebab mengapa masyarakat
tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber daya laut yang begitu besar. Alih-alih
memanfaatkannya untuk kesejahteraan hidup, mereka justru hidup di bawah garis
kemiskinan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP
Rl) pada 2019 menyebutkan bahwa jumlah kemiskinan di daerah pesisir mencapai
25 persen dari total jumlah penduduk miskin nasional.3 Sementara itu, menurut
data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), jumlah masyarakat miskin
adalah sebesar 28,59 juta orang. Dengan demikian, total kemiskinan di daerah
pesisir pada tahun tersebut mencapai 7,14 juta orang.®

11.  Lingkungan Strategis
a. Lingkungan Strategis Global dan Regional

Berkembangnya ideologi transnasional, maraknya kejahatan
transnasional, seperti penangkapan ikan secara ilegal (/llegal Fishing) dan
penyelundupan narkoba (Drugs Trafficking), dan pelanggaran batas-batas
wilayah maritim, serta sengketa wilayah di Laut Cina Selatan antara Cina,
Taiwan, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, merupakan isu

% Hari Nelayan Nasional: Potensi Kelautan dan potret Nelayan Indonesia”, diakses dari
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-nelayan-nasional-potensi-kelautan-dan-
potret-nelayan-indonesia pada 30 September 2021, pukul 12.43 WIB

% Sabarisman, Muslim. 2017. “Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir’. Jurnal Sosio
Informa Volume 3(03), September-Desember 2017. Halaman. 216-219.
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krusial yang berada di lingkungan strategis global dan regional. Luasnya
wilayah pesisir dan banyaknya pulau-pulau kecil terdepan yang dimiliki oleh
Indonesia, namun belum dibina secara optimal, menimbulkan kerentananan
tersendiri. Wilayah yang luas namun belum diberdayakan secara ekonomi
dan lemah dalam aspek pertahanan membuka celah adanya aktivitas
kejahatan transnasional dan pelanggaran kedaulatan oleh negara lain,
khususnya negara tetangga yang berbatasan secara langsung. Aktivitas
kejahatan transnasional yang paling memungkinkan untuk terjadi di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan adalah penangkapan ikan secara
ilegal, serta penyelundupan narkoba karena para penyelundup cenderung
berupaya menghindari jalur-jalur utama pelayaran, sehingga cenderung
memilih jalur-jalur yang minim pengamanan seperti pulau-pulau kecil. Para
pelaku kejahatan transnasional ini tidak hanya berasal dari regional Asia
Tenggara saja, tapi juga banyak yang berasal dari luar kawasan.

Sedangkan persoalan pelanggaran kedaulatan di wilayah maritim
sangat dimungkinkan terjadi dan dilakukan oleh negara-negara yang
notabene berbatasan secara langsung dengan Indonesia. Dalam konteks
sengketa perbatasan maritim misalnya, Indonesia kerap bersengketa
dengan Malaysia terkait klaim wilayah, seperti Blok Ambalat dan Pulau
Sipadan-Ligitan yang akhirnya jatuh ke tangan Malaysia melalui keputusan
Internation Court of Justice (ICJ) pada 17 Desember 2002.%7 Jatuhnya Pulau
Sipadan dan Ligitan tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Pemerintah
Indonesia untuk melakukan pengelolaan wilayah, pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat masyarakat, serta penegakan hukum secara
lebih baik lagi ke depan, khususnya di daerah pesisir, serta pulau 3T
(Terdepan, Terluar, Tertinggal). Persoalan lainnya yang sangat krusial dan
menjadi atensi pemerintah saat ini adalah menyangkut sengketa di Laut Cina
Selatan yang melibatkan banyak claimant state. Indonesia pada awalnya
memposisikan diri sebagai negara netral (non-claimant state). Namun
demikian, pelanggaran berulang yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan

87 “Inilah Sejarah Kelam Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Tangan Malaysia”, diakses di
https://nasional.sindonews.com/read/269760/14/inilah-sejarah-kelam-lepasnya-pulau-sipadan-dan-
ligitan-ke-tangan-malaysia-1608081124, pada 16 Juni 2021, pukul 23.47 WIB.
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Cina yang dikawal oleh coast guard sepanjang 2016 hingga 2021 di wilayah
ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara telah membuat Indonesia meningkatkan
kewaspadaan nasionalnya. Kewaspadaan nasional ini diartikulasikan melalui
pendekatan militer dan non-militer, seperti gelar pasukan di Laut Natuna
Utara, kehadiran simbolik Joko Widodo selaku kepala negara pada 2017 dan
2020, patroli dan pengintaian secara reguler oleh TNI, hingga pendekatan
hukum dan diplomatik di forum internasional.

b. Lingkungan Strategis Nasional: Politik, Ekonomi, Pertahanan,
dan Geografi

Pada aspek politik, ekonomi, dan pertahanan, persoalan pembinaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan di tanah air tidak dapat
dipisahkan kebijakan poros maritim dunia yang digagas oleh Presiden Joko
Widodo pada periode awal kepemimpinannya (2014-2019). Meskipun pada
periode kedua kepemimpinannya kebijakan ini mulai kurang terdengar, akan
tetapi kebijakan ini tetap merupakan tonggak awal revitalisasi sektor maritim
secara nasional dan harus dijalankan secara berkesinambungan agar cita-
cita Indonesia sebagai negara berkekuatan maritim di level global dapat
tercapai. Terdapat lima pilar utama dalam kebijakan poros maritim yang
meliputi (1) pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, (2) menjaga
dan mengelola sumber daya laut, (3) infrastruktur dan konektivitas, (4)
diplomasi maritim, serta (5) pertahanan dan keamanan. Dengan merujuk
pada prioritas-prioritas tersebut, secara eksplisit dapat dilihat singgungan
kebijakan ini dengan aspek politik, ekonomi, serta pertahanan.

Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan ini tidak berjalan
dengan lancar atau dengan kata lain terdapat banyak kendala yang harus
diselesaikan. Kendala tersebut semisal masih maraknya penangkapan ikan
secara ilegal atau illegal fishing, penurunan minat rumah tangga nelayan,
serta kemiskinan yang besar. Ada banyak data empirik untuk menjelaskan
permasalahan ini. Nelayan Indonesia memiliki 650.000 perahu, tapi hanya
11.000 yang di atas 30 Gross Ton (GT), sisanya hanya perahu kecil. Hal
inilah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan gini rasio.
Ketidakseimbangan antara jumlah pelaku usaha pengelolaan ikan, yakni
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67.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 750 pengelola besar
(Korporasi), juga turut menjadi permasalahan yang harus disikapi oleh
pemerintah.38

Aspek geografis merupakan aspek statis dalam studi ketahanan
nasional. Meskipun secara geografis Indonesia adalah negara maritim
dengan potensi sumber daya alam yang besar, serta terletak pada posisi
strategis yakni persilangan antara dua benua dan dua samudera, namun
keuntungan geografis tersebut belum mampu dioptimalkan bagi
kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil terdepan misalnya, masih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan
termasuk kelompok masyarakat paling miskin dibandingkan kelompok
masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka belum diberdayakan
secara optimal, terutama dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya
laut. Rendahnya penguasaan IPTEK tersebut tercermin dari jumlah kapal
yang didominasi oleh kapal tradisional tanpa menggunakan motor, serta
minimnya alat penyimpanan hasil. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa keuntungan geografis tidak selamanya berkorelasi lurus dengan
kapasitas perekonomian masyarakat.

Dalam konteks lingkungan strategis nasional, permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah dalam pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil terdepan juga menyangkut banyaknya penyelundupan narkoba melalui
wilayah perairan/laut, terutama wilayah perairan yang minim pengawasan
oleh aparat penegak hukum (TNI AL, Bakamla, Polair), demikian juga hainya
penyelundupan barang-barang ilegal dan manusia yang melewati jalur-jalur
kecil dan tanpa pengawasan, terutama jalur perairan perbatasan
antarnegara. Selain itu, permasalahan dalam skop nasional juga
menyangkut keterbatasan aksesibilitas ke wilayah-wilayah terdepan
mengingat tidak semua kapal angkutan barang/manusia dari pelabuhan-
pelabuhan utama di Jawa dan Sumatera mau melakukan pelayaran ke

3% “Apa Kabar Indoensia Sebagai Poros Maritim Dunia?”, diakses di
hitps://nasional.kompas.com/read/2019/08/07/0806274 1/apa-kabar-indonesia-sebagai-poros-
maritim-dunia?page=all, pada 8 Juni 2021, pukul 22.41 WIB.
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wilayah yang jauh dan kecil potensi profitabilitasnya seperti kawasan
Indonesia Timur (Maluku dan Papua). Keterbatasan sarana dan prasarana
di bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi persoalan. Akibatnya
masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan
kurang mampu memberdayakan kekayaan sumber daya akan yang dimiliki
karena minim penguasaan teknologi dan inovasi.

12. Peluang dan Kendala

Berdasarkan telaah terhadap lingkungan strategik, baik global, regional,
maupun nasional seperti yang dipaparkan sebelumnya, ditemukan peluang
sekaligus kendala dalam upaya pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
terdepan dalam rangka memperkokoh kedaulatan NKRI. Peluang muncul dari
orientasi atau kebijakan pemerintah di era Presiden Joko Widodo yang mulai
mengarus utamakan pendekatan maritim yang sangat kompatibel dengan bentuk
geografis Indonesia yang bercorak maritim. Hal ini direalisasikan melalui kebijakan
Poros Maritim Dunia. Secara umum, kebijakan ini bersifat multidimensi dengan
penekanan pada aspek pertahanan negara dan ekonomi. Sedangkan secara teknis,
kebijakan ini sangat relevan dan menjadi faktor pendukung dalam mekanisme
pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan melalui upaya-upaya
pengamanan wilayah, pengelolaan wilayah, serta penegakan hukum dan
kedaulatan untuk menjamin yurisdiksi nasional Indonesia.

Di sisi lain terdapat juga kendala yang sekaligus merupakan tantangan untuk
direspons secara cermat dan saksama oleh pemerintah. Bentang geografis yang
besar, di satu sisi memberikan keuntungan karena kepemilikan sumber daya alam
yang besar, namun di sisi lain mendatangkan ancaman karena jika dikelola dengan
pengawasan yang minim, maka akan menjadi celah terjadinya pelanggaran
kedaulatan nasional. Posisi yang strategis di jalur perdagangan internasional juga
menghadirkan ancaman dalam bentuk kejahatan-kejahatan yang bersifat
transnasional di wilayah maritim Indonesia, seperti pelanggaran wilayah
perbatasan, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan narkoba dan manusia,
serta maraknya perompakan yang mengganggu stabilitas tata niaga atau
perdagangan internasional.






